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TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA TANAH LONGSOR,
ANGIN KENCANG, BANJIR DAN GAS BERACUN DI WII.,AYAH

KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang: a.

BUPATI BANJARNEGARA,

bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geolisika Kabupaten Banjarnegara sampai
dengan bulan Maret Tahun 2O2L prakiraan curah hqian
tinggi dan banyaknya laporan kejadian bencana tanah
longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegtr&, prlu
memperpanjang status siaga danrrat bencana tanah
longsor, angin kencang, banjir dan Gas Beracun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perpanjangan Stahrs Siaga Darurat Bencana Tanah
Longsor, Angin Kencang, Banjir dan Gas Beracun di
Wilayah Kabupaten Banjarnegara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenttrkan Daerah-daeratr Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang
Penanggulangan Bencana (Irmbaran Negara RI Tahun
2OOT Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara RI Nomor
a7231; 1

Undang-Undang ltomor 32 Tahun 2OA9 tentang
Perlindungan daii- Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara RI Tahun 2OO9 Nomor 140, Tambahan
I"embaran Negara RI Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2A
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2O2O
Nornor 245,Talrrbahan kmbaran Negara R[ Nomor 6573];
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara RI Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 6398);
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rrr.Era.1rl'-lr.rllrar.rlu, ttt l.l.Brl z\, . tilllllll 4lrl- utrIIr?rIB,
Pemerintahan D4e;ah (tembaran Negara RI Tahun 2Ol4'
Nomor 244, Tamffitan Iembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana teffi diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undalg' Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2O2A Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 65731;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumb€LngErn (kmbaran Negara
RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan kmbaran Negara RI
Nomor 3175);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara RI Tahun 2OO8 Nomor 42, Tafrabahan Lembaran
Negara R[ Nomor a8281;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara RI Tahun 2OO8 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara R[ Nomor a8291;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6322l,;
Peratrrran Presiden Nomor AT Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L2 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perrndang-
undangan (Lembaran Negara RI Tatrun 2OO8 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun
2O11 Nomor 31O);
Peraturan Mentpri Dala:n Negeri Nomor 8O Tahun z}fi
tentang Pembqgttrkan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
L2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI
Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13 Tahun 2Ol0 tentang Pedoman
Pencairan, Pertolongan dan Evakuasi;
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 14 Tahun 2O1O tentang Pembentukan Pos
Komando Tanggap Darurat Bencana;
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rahun 2otst.fu;ffi;; "ffi;ggurangan
Bencana (Lembarrlfi, Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2013 Noffi 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarhegara Nomor 156) sebagaimana telah
diubah deogan Peratrrran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2OL4 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2OL4 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor ISab
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2A2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2A2l
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2A2O
Nomor 7);
Peraturan Bupati Banjarnegtra Nomor 72 Tal:lurr 2A2O
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2O2l
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara ?ahun 2O2O
Nomor 72);
Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 3601678 Tahun
2A2O tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana
Tanah Longsor, Angin Kencang, Banjir dan Gas Beracun
di Wilayah Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :

Memperpanjang Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor,
Angin Kencang, Banjir dan Gas Beracun di Wilayah Kabrrpaten
Banjarnegara.

Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana
dimaksud diktum KESATU berlaku selama 90 {sembilan puluh)
hari terhitung sejak tfnggal 1O Januara 2A21 sampai dengan
tanggal 9 April 2A21.6'-

Sernua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegffd, Anggaran Bantuan
Masyarakat dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak
mengikat.
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Menetapkan:

KESATU :

KEDUA :

KETIGA



BUPATI BANJARNEGARA,

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Kepala BNPB RI di Jakarta;
2. Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. InspekturKabupaten Banjarnegara;
4. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Baperlitbang Ihbupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda l(abupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Pembangunan Setda I(abupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bagian Kesra Setda l(abupaten Banjarnegara;
9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara;
10. Camat se Kabunaten Baniarnesara.
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